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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas 

segala Pengetahuan dan Kemudahan yang selalu tercurahkan kepada kami,sehingga 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)  Badan Pendapatan Daerah Provinsi  Maluku 

Tahun 2025 –2026 bisa terselesaikan. 

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang 

baik. Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya pada Badan 

Pendapatan  Daerah  dalam  menyukseskan pembangunan di Provinsi Maluku, maka 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)  Badan Pendapatan Daerah Provinsi  Maluku 

Tahun 2025–2026 merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan.   

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 

2025 – 2026 ini, pada prinsipnya disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir 

Pada Tahun 2024. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026, sehingga Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tetap memiliki acuan mengenai strategi dan 

kebijakan operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai upaya 

mewujudkan organisasi yang terdepan untuk optimalisasi pelayanan administrasi 

Pendapatan Daerah dalam menunjang kebijakan fiskal daerah yang tercukupi untuk 

pelaksanaan pembangunan. 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Stratetgis (RENSTRA) ini sangat ditentukan 

sejauhmana tekad, semangat dan kebersamaan dari segenap aparatur Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi  Maluku  dan para stakeholder, sehingga dokumen ini 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 
Menjelang berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinis Maluku 2019-2024 dan Rencana Strategis Badan 

Pendapatan Daerah Provinis Maluku 2019-2024, maka dengan berpedoman pada 

Instruksi Menteri Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka Badan 

Pendapatan Daerah Provinis Maluku berkewajiban menyusun Rencana Strategis 2025-

2026 untuk menentukan arah, tujuan, langkah kebijakan operasional yang akan dicapai 

dalam jangka waktu periodik satu tahun transisi perencanaan daerah.yang bersinergi 

dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 2025-2026. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinis Maluku adalah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah memuat 

visi, misi, tema, tujuan, kebijakan, indikator, dan sasaran strategis serta program prioritas 

pembangunan yang disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, serta wajib bersinergi dengan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku 2025-2026. 

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

dalam periode satu tahun pembangunan. Penyusunannya melalui proses sistematis yang 

berkelanjutan dengan mempedomani semua regulasi terkait, memanfaatkan pengetahuan 

arah pembangunan yang futuristic, mengukur output dan outcome, memperhitungkan 

potensi sumber daya daerah, menganalisis evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2024, 

mengoptimalkan peluang pengembangan, serta mengantisipasi kendala dan hambatan.  

Disisi lain, kebijakan desentralisasi memberikan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sebagai unsur lini Pemerintah daerah harus mampu mengimplementasi 

tugas pokok dan fungsi dalam sasaran strategis dan program prioritas guna 

mengoptimalkan semua sumber daya daerah secara efektif yang bermuara pada 

meningkatnya pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyajian 

data absolut terkait potensi, kondisi, kebutuhan dan kontribusi daerah yang berimplikasi 

pada rasionalitas perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, serta Hibah. yang bermuara pada ketersediaan 

anggaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan 

reformasi birokrasi bagi Pemerintah Provinis Maluku. 
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

 
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16  Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2013-2033; 

16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran 

Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 103 Tahun 2020); 

17. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah; 

18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1.  Maksud 

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini, dimaksudkan    untuk 

mewujudkan sistem perencanaan pendapatan dan pertanggunjawaban yang jelas, tegas 

dan legal sesuai dengan komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

program dan kegiatan guna mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun 

kedepan. 
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1.3.2. Tujuan 
 

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah bertujuan: 

a. Menjadi acun resmi bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam 

menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 2 (dua) tahun; 

b. Tersedianya dokumen perencanaan dua tahunan sebagai pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah setiap tahun; 

c. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama 2 (dua) tahun. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 
Untuk memperoleh gambaran secara sistematis terhadap RENSTRA OPD ini, akan 

dikemukakan pokok-pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi 

Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat 

Daerah dengan RPD Provinsi Tahun 2025 – 2026. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Badan Pendapatan 

Daerah. 

1.4 Sistematika penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisasn Renstra Badan Pendapatan 

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pendapatan Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja 

sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama 

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pemebentukan Badan 

Pendapatan Daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, serta uraian 

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan Pendapatan 

Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah ditujukan 

untuk menunjukan organisasi, jumlah personal, dan tata laksana Badan 

Pendapatan Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 

2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah 

 Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan 

Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber 

daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Bagian ini menunjukan Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Pendapatan Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s 

atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN 

DAERAH 

 3.1.         Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 

               Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi 

permasalahan. 
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 3.2. Isu-Isu Srategis 

 Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Badan Pendapatan 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan 

Daerah ditnjau dari : 

- Gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku; 

- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

- Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku/Kabupaten/Kota; 

- implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku; 

- implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu 

strategis tersebut. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 4.1.        Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku  

pada tahun 2025 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada : 

a) Tujuan dan Sasaran RPD 

b) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah. 

 4.2. Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Mulai dari  

  Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output serta indikatornya masing-masing 

 

BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Menjelaskan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku tahun 2025 – 2026. 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan 

pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada permendagri 

yang mengatur terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, dan 

pemutakhirannya). 
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BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1.     Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan  

Pendapatan Daerah Provinsi tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dalam dua tahun mendatang. 

 7.2. Penentuan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah  

  tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

  
 BAB VIII PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut Badan Pendapatan 

Daerah. 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
 
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) merupakan Organisasi 

Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana dijelaskan 

di dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku. 

 
2.1.1. Tugas Pokok 

 
 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, mempunyai tugas 

melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan melaksanakan APBD. 

 
2.1.2. Fungsi 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Provinsi Maluku mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Badan 

Pendapatan Daerah dan RPJMD; 

b. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah; 

c. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah; 

d. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pengawasan dibidang Pendapatan Daerah; 

e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ; 

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait; 

i. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan. 
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2.1.3.  Struktur Organisasi 
 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 

 
A. Kepala Badan Pendapatan Daerah: 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempuyai tugas 

melaksankaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sesuai  

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatakan pendapatan 

daerah. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan 

agar target kerja tercapai sesuai rencana; 

c. membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar 

diperoleh kinerja yang diharapkan; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapaatan 

daerah provinsi maluku sesuai tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan 

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang 

pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang 

pendapatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g. merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan secara berkala 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat 

berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; 
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h. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

i. memantau layanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara 

membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai 

ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada 

Gubernur melalui sekretaris daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
B. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah: 

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas 

menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian 

dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. 

Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung 

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;   

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan  Sekretariat 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 
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d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program 

kerja yang efektif, efisien dan akuntabel; 

f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, 

perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Malukusesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke 

depan; 

g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan 

keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi  di lingkungan 

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral 

di bidang kepegawaian; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Malukudengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh  :  

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

2. Kepala Sub. Bagian Perencanan dan Keuangan. 
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a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan 

mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Dijabarkan 

dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai 

rencana operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Kepegawaian dan Umum; 

c) membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target 

kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian 

dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, 

ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya 

aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan; 

f) mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, 

pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g) mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan 

dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 
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ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan 

kegiatan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yangn berlaku untuk mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target 

kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) menyusun program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

f) mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

g) mengelola penatausahaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 
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Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta 

LPPD dan LKPJ di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas; 

i) menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di 

bidang perencanaan dan keuangan; 

j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

C. Kepala Bidang Pajak Daerah 

  Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Operasional, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan 

tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif 

dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pajak 
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Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur 

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang 

Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang 

berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Pajak 

Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara 

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
Kepala  Bidang Pajak  Daerah  di Bantu oleh: 

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional 

2. Kepala Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). 
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3. KepalaSub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak 

Lainnya. 

 
a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional 

Sub Bidang Pengendalian Operasional pada Bidang Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam 

uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai 

rencana operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian 

Operasional sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional; 

c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian 

Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengendalian Operasional, 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas 

dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang 

Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan 
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sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan 

kegiatan yang akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian 

Operasional sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun 

sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
b. Kepala Sub Bidang Bea Balik Nama–Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Kendaraan Bermotor  

Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan 

dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Rencana Operasional 

Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas 

berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai 

rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan 
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Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) melaksanakan koordinasi terkait penetapan jenis-jenis pajak dan tagihan 

pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas 

dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan 

Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana 

kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan 

yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
c. Kepala Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Lainnya. 

Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya 

pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian 

tugas sebagai berikut: 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak 
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Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Lainnya; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dalam melaksanakan tugas 

berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai 

rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) melakukan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta data pajak yang akurat dan 

berkualitas; 

g) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Lainnya, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan 

akuntabel; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana 

kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

i) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 

baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; dan 
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j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
D. Kepala Bidang Retribusi Daerah 

 Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan penerimaan 

retribusi, peneriman Badan Usaha Milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan 

dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan 

tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif 

dan efisien; 

c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Retribusi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur 

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang 

Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang 

berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f) mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

g) merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi realisasi peneriman 

retribusi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh bahan 

laporan yang lebih akurat dan berkualitas 
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h) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis 

Kepala  Bidang Retribusi dibantu oleh: 

1. KepalaSub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi 

2. KepalaSub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah 

3. KepalaSub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 

 

a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi 

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada Bidang Retribusi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan penerimaan retribusi 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan 

dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan 

Penerimaan Retribusi sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan 

Penerimaan Retribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan 

Retribusi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya 

agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan 
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Penerimaan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan 

Retribusi, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi; 

h) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Penatausahaan Penerimaan Retribusi dengan cara membandingkan 

antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan 

program dan kegiatan yang akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penatausahaan 

Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala 

maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah 

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bidang Retribusi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan Badan Usaha Milik 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 
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a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik 

Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Penerimaan Badan Usaha 

Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha 

Milik Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya 

agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan 

Usaha Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik 

Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang 

Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup 

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara membandingkan 

antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan 

program dan kegiatan yang akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penerimaan Badan 

Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala 

maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
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maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Retribusi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam 

uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai 

Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target 

kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub 

Bidang Evaluasi dan Pelaporan; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi 

dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan 

kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan 



 

 

 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 25 

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang 

akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
E. Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain 

 Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan pendapatan lain-lain, dana perimbangan serta rekonsiliasi dan evaluasi 

pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan 

Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan 

tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat 

berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Dana 

Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala 

sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang 

Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat 
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dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas desentralisasi pengelolaan dana 

perimbangan dan peningkatan pendapatan keuangan daerah melalui sumber 

pendapatan lain-lain sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Dana Perimbangan 

dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan 

dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan 

Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain dibantu oleh: 

1. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain 

2. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan 

3. KepalaSub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan. 

 
a. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain 

 
Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain pada Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendapatan lain-

Lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 
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a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai 

Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain- 

Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-

Lain sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

c) Membimbingbawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja 

dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;  

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-

Lain sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 

dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan Pendapatan 

Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) Mengelola  layanan teknis pada Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan 

akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang 

Pendapatan Lain-Lain; 

h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Pendapatan Lain-Lain dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan 

kegiatan yang akan datang; 

i) Membuat  laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.  
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b. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan 

Sub Bidang Dana Perimbangan pada Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dana 

perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai 

Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain- 

Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan 

sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja 

dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pengelolaan transfer dana pusat ke daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f) melakukan koordinasi ke Kementerian/Lembaga/instansi terkait dalam 

rangka pengelolaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang 

Dana Perimbangan; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Dana 

Perimbangan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan 
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kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang 

akan datang; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangan 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan 

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan pada Bidang Dana 

Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai 

berikut : 

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi 

Pendapatan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan 

Evaluasi Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi 

Pendapatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya 

agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan 

Evaluasi Pendapatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan; 

e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan Pendapatan 

Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 
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f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi 

Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub 

Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di 

lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang 

Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dengan cara membandingkan 

antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan 

program dan kegiatan yang akan datang; 

i) membuat lapora pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi 

Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun 

sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

F. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan. 

Untuk melaksanakan pemungutan Pajak-Pajak Daerah yang ada di 

Kabupaten/Kota   yang merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku, serta dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada 

wajib Pajak, Pemerintah  Provinsi Maluku  melalui Peraturan Daerah  Nomor 06 Tahun 

2016 Tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah membentuk 12 (dua 

belas)  UPTD Pelayanan Pendapatan pada 11(Sebelas) Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Maluku yang terdiri dari : 

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;  

2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi; 

3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon; 

4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea; 

5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki; 
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6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Banda; 

7. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru; 

8. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula; 

9. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo; 

10. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru Selatan di Namrole; 

11. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Tual di Tual; 

12. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur. 

Diantara ke-12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan tersebut diatas, terdapat 

beberapa UPTD yang saat ini telah berstatus Mandiri, yaitu: 

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi; 

2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru; 

3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea; 

4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki; 

5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur; 

6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon.  

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana dan 

program pengembangan kegiatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut : 

a. Merumuskan kebijakan teknis operasional pembinaan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan; 

b. Merumuskan pedoman pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan; 

c. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pelayanan Pendapatan; 

d. Menyusun data potensi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pelayanan Pendapatan; 

e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja lingkup Badan maupun instansi 

teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pelayanan Pendapatan; 

f. Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak 

dan wajib retribusi; 
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g. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan; 

h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan dalam 

melaksanakan atugas pada satuan kerja yang dibawahinya; 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu 

kepada Kepala Dinas; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pelayanan Pendapatan dibantu oleh: 

1. KepalaSub Bagian Tata Usaha 

2. KepalaSeksi Penetapan dan Penagihan 

 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Dalam Rangka membantupenyelenggaraan pelayanan teknis administrasi 

urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan  keuangan, Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut : 

a) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan 

program kerja UPTD. 

b) Menyusun rencana teknis operasional program pembinaan kepegawaian 

dan umum, perencanaan dan keuangan. 

c) Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja 

UPTD. 

d) Menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, 

perencanaan dan  keuangan  UPTD. 

e) Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan 

organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat 

dan analisa jabatan. 

f) Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan 

fasilitas kantor dan pemeliharaannya. 

g) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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h) Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan 

kepada bawahan dalam melaksanakan tugas. 

i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Unit. 

j) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

b. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan 

Dalam rangka membantu pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan, 

KepalaSeksi Penetapan dan Penagihan memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan 

sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana dan program pembinaan Seksi Penetapan dan 

Penagihan. 

b) Menyusun pedoman penyuluhan Seksi Penetapan dan Penagihan. 

c) Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk 

fasilitasi Seksi Penetapan dan Penagihan. 

d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan 

Seksi Penetapan dan Penagihan dan melaksanakan pungutan pendapatan 

daerah, pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi. 

e) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pungutan pendapatan 

daerah. 

f) Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Penetapan dan 

Penagihan. 

g) Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah Seksi Penetapan dan 

Penagihan. 

h) Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberi petunjuk/ 

arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

i) Menyusun  laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

G. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
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Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah 

2.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku pada tahun 2024 di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak  175 

(seratus tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari PNS, PNS Titipan dan pegawai Honorer, 

yang tersebar juga pada 12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di seluruh Provinsi 

Maluku,  yang berlatar belakang pendidikan mulai SMP, SMA, D3, D4, S1, S2 dan S3,  untuk 

lebih  jelas  dapat di lihat dalam uraian sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Status Kepegawaian  

Tahun 2024 

NO. STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH 

1. A S N 95 orang 

2. ASN TITIPAN 1 Orang 

3. NON  ASN 78 Orang 

JUMLAH 174 Orang 

 
 
 

Tabel 2 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Eselon Tahun 2024 

NO. E S E L O N JUMLAH 

1. Eselon II 1 Orang 

2. Eselon III 15 Orang 

3. Eselon IV 31 Orang 

JUMLAH 47 Orang 
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Tabel 3 Data Pegawai Badan Pendaptan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
Tahun 2024 

NO. PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH 

1. Pembina Tk.I (IV/b) 6 Orang 

2. Pembina (IV/a) 9 Orang 

3. Penata Tingkat I (III/d)  36 Orang 

4. Penata (III/c)  14 Orang 

5. Penata Muda Tingkat I (III/b)  19 Orang 

6. Penata Muda (III/a)  4 Orang 

7. Pengatur Tingkat I (II/d)  4 Orang 

8. Pengatur (II/c)  2 Orang 

9. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)  - 

10. Pengatur Muda (II /a)  1 Orang 

11. Juru Tk.I - 

JUMLAH 95 Orang 

 

 

Tabel 4 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku  Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Doktoral/ S3  - 

2. Pasca Sarjana/ S2  28 Orang 

3. Sarjana / S1  50 Orang 

4. Diploma-IV  4 Orang 

5. Diploma-III  3 Orang 

7 SLTA  9 Orang 

8 SLTP  1 Orang 

JUMLAH 95 Orang 
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Tabel 5 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Badan / UPTD  

 Tahun 2024 

 
 
 
 
 

UNIT KERJA ASN ASN / TITIPAN 
P3K 

HONORER TOTAL 

Bapenda 46 Orang 1 Orang 1 Orang 29 Orang 77 Orang 

UPTD Kota Ambon 17 Orang - - 13 Orang 30 Orang 

UPTD Kota Tual 2 Orang - - 2 Orang 4 Orang 

UPTD Langgur 3 Orang - - 2 Orang 5 Orang 

UPTD Namlea 4 Orang - - 7 Orang 11 Orang 

UPTD Namrole 3 Orang - - 3 Orang 6 Orang 

UPTD Masohi 3 Orang - - 4 Orang 7 Orang 

UPTD Banda 2 Orang - - 1 Orang 3 Orang 

UPTD Dobo 4 Orang - - 4 Orang 8 Orang 

UPTD Saumlaki 4 Orang - - 3Orang 7 Orang 

UPTD Piru 4 Orang - - 3 Orang 7 Orang 

UPTD Bula 1 Orang - - 4 Orang 5 Orang 

UPTD Tiakur 2 Orang - - 3 Orang 5 Orang 

JUMLAH 95 Orang 1 Orang 1 Orang 78 Orang 175 Orang 
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Tabel 6 Data ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Yang Telah Mengikuti DIKLAT  

Strukturals/d Tahun 2024 

UNIT KERJA PIM II PIM III PIM IV TOTAL 

BAPENDA - 4 Orang 5 Orang 9 Orang 

UPTD Kota Ambon - 1 Orang 3 Orang 4 Orang 

UPTD Kota Tual - - 1 Orang 1 Orang 

UPTD Langgur - - - - 

UPTD Namlea - - - - 

UPTD Namrole - - 1 Orang 1 Orang 

UPTD Masohi - - 1 Orang 1 Orang 

UPTD Banda - 1 Orang - 1 Orang 

UPTD Dobo - 1 Orang - 1 Orang 

UPTD Saumlaki - - 1 Orang 1 Orang 

UPTD Piru - 1 Orang 1 Orang 2 Orang 

UPTD Bula - 
- 

1 Orang 
1 Orang 

UPTD Tiakur - - 1 Orang 1 Orang 

JUMLAH - 8 Orang 15 Orang 23 Orang 
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dapat digambarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan 
Renstra Tahun 2020-2024 yang disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Sebelum Perubahan) 

No 
Indikator 
Kinerja 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun ke - 

Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke - 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Presentase 
Peningkatan PAD 

      2% 5,05% 2% 1,5% 2% 13,12% 0,60% 16,20% 5,89%  656% 11,83% 798% 393%  

2 Survey Kepuasan 
Masyarakat 

      
B B B B A B B B E  100% 100% 100% 50%  

 

Untuk target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam Renstra Tahun 2025-2026 terdapat beberapa penyesuaian dan penyelarasan 

inidikator kinerja.  Hal ini sinergi dengan indikator sasaran pada Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

(IPKD). 

Tabel 8 ( T-C.23.A) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku(Sesudah Perubahan) 

No Indikator Kinerja Target NSPK Target IKK Target indikator Lainnya 
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - 

2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Efektifitas Pendapatan Daerah       
 

97,7% 
 

 
98% 

2 Indeks Pelayanan Publik       B B 

3 Nilai SAKIP    B B 
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Tabel 9 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

Uraian 

Anggaran 
pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran 
pada Tahun ke- 

Rasio antara Realiasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata-Rata 
Pertumbuhan 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 

BADAN PENDAPATAN 
DAERAH PROVINSI 
MALUKU 

53.520.578.503,00 48.872.240.958,00 48.244.941.270,00 37.531.708.178,00 45.105.972.726,00 46.206.017.775,00 44.076.454.718,34 - 84,28% 94,54% 91,36% - -10,7% -1,09% 

Program Peninjang Urusan 
Pemrintah Daerah Provinsi 

39.493.625.834,00 36.886.869.095,00 37.862.249.921,00 33.351.140.678,00 34.006.570.083,00 35.380.873.405,00 34.887.048.527,00 - 86,11% 95,92% 92,14% - -5,3% 1,32% 

Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

1.120.282.054,00 1.199.826.716,00 1.350.000.000,00 611.464.000,00 992.698.266,00 1.167.688.195,00 1.303.709.053,00 - 88,61% 97,32% 96,57% - -11,7% 14,64% 

Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

12.906.671.615,00 10.785.545.147,00 9.032.691.349,00 3.569.103.500,00 10.106.704.377,00 9.657.965.775,00 7.885.697.138,00 - 78,31% 89,55% 87,30% - -31,1% -11,40% 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, harusnya  dipandang sebagai 

momentum untuk lebih mengupayakan kemandirian fiskal setiap daerah. Untuk itu, maka 

sudah sewajarnya Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang 

memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi 

Maluku dan juga selaku perangkat daerah yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik 

kepada masyarakat perlu mengembangkan strategi yang tepat didalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya  

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan 

pemerintahan bidang pendapatan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam 

menyelenggarakan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi, maka 

identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi perhatian dan prioritas untuk 

ditindaklanjuti baik jangka pendek maupun jangka menengah melalui Rencana Strategi 

(RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, tampak pada 

Tabel T-B.35 di bawah ini : 

 

Tabel 10 (Tabel T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan 

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

NO. MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3 4 

1. Belum Optimalnya 
Pendapatan Daerah 

Belum Optimalnya 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)  dan Alokasi Dana 
Transfer 

 

 

 

 

 

 
 

• Kondisi kantor UPTD 
Pelayanan Pendapatan  
masih belum memberikan 
kenyamanan dalam 
pembayaran pajak; 

• Belum terlaksananya 
pengembangan sistem yang 
mampu mengakomodir kanal-
kanal pembayaran non tunai; 

• Sistem pengawasan digital 
yang belum begitu 
menyeluruh dalam 
mengeleminasi tantangan 
letak geografis Provinsi 
Maluku yang berbentuk 
kepulauan, serta kurangnya 
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3.2. Isu-isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya.  

Organisasi Perangkat Daerah secara tedknis berfungsi sebagai unsur terdepan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang dihadapi. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, 

diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan Alokasi Dana 

NO. MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3 4 

kapasitas SDM yang 
berwawasan digital. 

• Masih terdapatnya Aset 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Maluku yang belum 
memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD); 

• Belum adanya standarisasi 
pembagian deviden 
berdasarkan besaran 
penyertaan modal daerah 
demi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD);  

• Tata cara perhitungan alokasi 
dana transfer yang belum 
menguntungkan  Daerah, 
Khususnya Maluku sebagai 
Provinsi Kepulauan; 

• Perlunya pemenuhan kriteria 
kinerja utama sebagai 
parameter utama alokasi 
Dana Insentif Daerah (DID). 

2. Belum Maksimalnya 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik dan 
akuntabilitas kinerja  

Belum Terselenggaranya 
kinerja pelayanan publik 
yang berkualitas dan 
akuntabel sesuai standar 
pelayanan minimal serta 
kondisi ideal. 

• Keterbatasan Sumber Daya 
Manusia, Keuangan, Sarana 
Prasarana dan Manajemen 
untuk menyelenggarakan 
pelayanan publik secara 
optimal. 
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Transfer, serta menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar dalam aturan yang 

berlaku. Untuk itu perumusan  isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah perlu memperhatikan beberapa acuan sebagai berikut : 

 

3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok 

untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, 

khususnya pada aspek pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan 

pengembangan, pembinaan, serta pengendalian pendapatan daerah yang menjadi 

kewenangan Provinsi, termasuk didalamnya melaksanakan pemungutan pendapatan 

daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menemui 

beberapa hal yang mengakibatkan belum optimalnya pendapatan Daerah dan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini diharapkan dapat diatasi dimasa yang akan 

datang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dimaksimalkan. 

Adapun faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah antara lain : 

a. Kondisi kantor UPTD Pelayanan Pendapatan  masih belum memberikan 

kenyamanan dalam pembayaran pajak; 

b. Belum terlaksananya pengembangan sistem yang mampu mengakomodir kanal-

kanal pembayaran non tunai;  

c. Sistem pengawasan digital yang belum begitu menyeluruh dalam mengeleminasi 

tantangan letak geografis Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan, serta 

kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan digital. 

d. Masih terdapatnya Aset Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang belum 

termanfaatkan untuk menghasilkan PAD; 

e. Belum adanya standarisasi pembagian deviden berdasarkan besaran penyertaan 

modal daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
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f. Tata cara perhitungan alokasi dana transfer yang belum menguntungkan  Daerah, 

Khusunya Maluku sebagai Provinsi Kepulauan; 

g. Perlunya pemenuhan kriteria kinerja utama sebagai parameter utama alokasi Dana 

Insentif Daerah (DID). 

h. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana dan Manajemen 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara maksimal. 

 

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pada  Renstra Kementerian/Lembaga 

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsinya sebagai pemungut 

pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus mengacu pada 

rencana strategi Kementerian dan Lembaga yang menangani sektor pemerintahan dan 

jasa serta ekonomi produktif. Kementerian Dalam Negeri yang menangani urusan 

pemerintahan merupakan institusi sebagai induk administrasi pemerintahan dalam negeri 

yang visi dan misinya menjadi acuan dalam merumuskan Rencana Strategi (Renstra) 

Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap 

kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan 

visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, 

serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan 

pembangunan dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait 

lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. 

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : 

 

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik 

Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga 

Integrasi Bangsa”. 

 

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 

beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu: 

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat 

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan 

dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas 

dalam negeri; 
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2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui 

harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban 

umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah 

melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak 

kepada rakyat; 

4. Mendorong  terwujudnya  keserasian  dan  keadilan  pembangunan  antar wilayah 

dan daerah melalui  pembangunan   dari   pinggiran   dengan memperkuat daerah 

dan desa serta perbatasan; 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan 

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka 

pemantapan pelayanan publik.  

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri juga telah memberi pedoman bagi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan 

Daerah sebagai berikut: 

1. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah 

dan RPJMD; 

2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah; 

3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah; 

4. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah; 

5. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis; 

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

7. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan 

Keterkaitan antara Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan 

Kementerian Dalam Negeri adalah sama – sama mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten 

dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik sebagaimana 

pada Tabel 35-2. (Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku) berikut ini : 
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Tabel 11 (Tabel 35-2) Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku 

Renstra K/L dan Renstra 
Bapenda Provinsi Maluku 

2025 – 2026 

TUPOKSI Permasalahan 
Faktor 

Penghambat Pendorong 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Renstra Kementerian Dalam Negeri,  

Visi : 

Kementerian Dalam Negeri Mampu 
Menjadi Poros jalannya Pemerintahan 
dan Politik, Menegakkan Demokrasi, 
dan Menjaga Integritas Bangsa. 

Misi : 

1. Memantapkan ideologi dan 
wawasan kebangsaan dengan 
memperkuat pengamalan terhadap 
Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, 
demokratisasi, serta membangun 
karakter bangsa dan stabilitas dalam 
negeri; 

2. Mewujudkan efektivitas 
penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan umum melalui 
harmonisasi hubungan pusat-
daerah, menciptakan ketentraman, 
dan ketertiban umum, serta 
meningkatkan pendayagunaan 
administrasi kependudukan. 

3. Mewujudkan efektivitas 
penyelenggaraan desentralisasi dan 
otonomi daerah melalui peningkatan 
kapasitas dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan serta didukung 
pengelolaan anggaran dan 
keuangan yang akuntabel. 
 

4. Mendorong terwujudnya keserasian 
dan keadilan Pembangunan antar 
wilayah dan daerah melalui 

Tugas Pokok : 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Maluku (BAPENDA PROMAL) 
mempunyai tugas melaksanakan 
pungutan Pendapatan Daerah, Pajak 
Daerah, dan Pelaksanaan APBD. 

 

Fungsi : 

1. Perumusan Program Bidang 
Pendapatan Daerah sesuai 
Rencana Strategis Daerah dan 
RPJMD; 

2. Perumusan Kebijakan teknis di 
bidang Pendapatan Daerah; 

3. Pelaksanaan Kebijakan 
Pemerintah Daerah di bidang 
Pendapatan Daerah; 

Pembinaan Teknis di bidang 
Pendapatan Daerah; 

4. Pembinaan Unit Pelaksana 
Teknis; 

5. Pembinaan kelompok jabatan 
fungsional; 

6. Pelaksanaan Ketatausahaan; 

Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang 
diberikan sesuai tugas badan. 

 

 
 

1. Belum optimalnya 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Alokasi Dana 
Transfer; 
 

2. Belum Terselenggaranya 
kinerja pelayanan publik 
yang berkualitas dan 
akuntabel sesuai standar 
pelayanan minimal serta 

kondisi ideal. 

1. Potensi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang 
belum terkelola secara 
optimal; 

2. Alokasi Dana Transfer 
yang terbatas; 

3. Keterbatasan SDM, 
Keuangan, sarana 
prasarana dan sistem 
pendukung yang 
ditujukan untuk 
peningkatan kualitas 
Pelayanan Publik 
secara optimal. 

1. Sosialisasi Peraturan 
Pembayaran Pajak 
dan Retribusi; 

2. Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 
yang semakin baik; 

3. Stabilitas keamanan 
daerah yang 
kondusif; 

4. Tersedianya SDM 
dan Sarana 
Prasarana yang 
memadai sampai 
Kabupaten/Kota; 

5. Inovasi penggalian 
objek baru. 
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Renstra K/L dan Renstra 
Bapenda Provinsi Maluku 

2025 – 2026 

TUPOKSI Permasalahan 
Faktor 

Penghambat Pendorong 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Pembangunan dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah dan 
desa serta perbatasan; 

 
5. Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih, dan 
efektif, dengan didukung aparatur 
yang berkomitmen dan pengawasan 
yang efektif dalam rangka 
pemantapan pelayanan public. 
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3.23      Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

           Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

Sejalan dengan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana 

dimaksud dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku, Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Renstra tahun 2025-2026 

mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dari implikasi 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai berikut :  

Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau, dikelompokan dalam 12 gugus pulau dan terbagi 

dalam 11 wilayah administrasi, dalam konteks kontribusi pendapatan membutuhkan 

infrastruktur telekomunikasi, perhubungan, sistim perbankan yang tersebar pada 11 Kab/ 

Kota, SDM yang memahami teknologi Informatika dan kemampuan manajerial 

mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan sampai pada pelosok pulau terkecil 

untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi kepada daerah.   

Keterkaitan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang 

pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, terutama pada saat koordinasi awal untuk 

setiap investor yang akan mengeksploitasi potensi sumber daya alam di wilayah Maluku. 

 

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya.  

Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dalam melaksanakan 

tugasnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang hadapi di tengah 

masyarakat. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat 

melakukan upaya pengalian objek baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), 

melakukan inovasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar 

pajak retribusi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tersedia dengan 

menyesuaikan spesifikasi sesuai perkembangan teknologi sehingga tercipta sistem 

pelayanan publik yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa. 

Untuk itu perumusan  isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah perlu memperhatikan beberapa acuan sebagai berikut : 

a. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku; 
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Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 

tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan, khususnya pada aspek pendapatan daerah yang meliputi perencanaan 

dan pengembangan, pembinaan, serta pengendalian pendapatan daerah yang 

menjadi kewenangan Provinsi, termasuk didalamnya melaksanakan pemungutan 

pendapatan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. 

b. RENSTRA Kementerian Dalam Negeri; 

Keterkaitan antara Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan 

Kementerian Dalam Negeri adalah sama – sama mendorong terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang 

berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan 

publik. 

c. RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan sasaran jangka 

menengah yang ingin dicapai : 

- Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi 

- Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dam Efisien dan 

Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan 

Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja 

Pelayanan Publik 

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Pendapatan Provinsi 

Maluku terdapat beberapa faktor penghambat antara lain : 

- Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terkelola secara optimal; 

- Alokasi Dana Transfer yang terbatas; 

- Keterbatasan SDM, Keuangan, sarana prasarana dan sistem pendukung 

yang ditujukan untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara optimal. 

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian 

sasaran jangka menengah yaitu : 

- Sosialisasi Peraturan Pembayaran Pajak dan Retribusi; 

- Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang semakin baik; 

- Stabilitas Keamanan Daerah yang Kondusif; 

- Tersedianya SDM dan Sarana Prasaranan yang memadai sampai ke 

Kabupaten/Kota; 
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- Inovasi Penggalian Objek Baru. 

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan pendapatan Daerah; 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang 

digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan 

ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada 

rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan 

pembangunan. 

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pendapatan 

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan badan Pendapatan Daerah yang pelaksanaannya berdampak pada 

lingkungan, terutama pada saat koordinasi awal untuk setiap investor yang akan 

mengeksploitasi potensi sumber daya alam di wilayah Maluku. 

 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan untuk mengakselerasi 

peningkatan Pendapatan Daerah dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 

yang berkualitas, yang dintaranya adalah  : 

a. Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan daerah 

dalam melayani wajib pajak. 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang mempunyai 

komitmen dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

c. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

kewajiban membayar pajak. 

d. Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang belum optimal. 

e. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah. 

f. Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai. 

g. Maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan 

Institusi.  
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026 

a) Tujuan dan Sasaran RPD 

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam 

rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara 

khusus, tema pembangunan tahun 2025 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi 

pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 

dan momentum/fondasi bagi perwujudan RPJPD 2025 – 2045. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sinergis dengan prioritas 

pembangunan “Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang 

akuntabel dan inovatif”.  Hal ini berhubungan dengan fungsi-fungsi pelayanan publik 

dalam menunjang program-program pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli 

daerah serta alokasi dana transfer. 

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 -2026 adalah sebagai 

berikut: “Maluku Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan tema tersebut maka 

prioritas pembangunan diarahkan pada : 

a) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif; 

b) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; 

c) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; 

d) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata; 

e) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

Khusus dalam Renstra ini, penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu dua tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. 

Dalam hal ini, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan dari tahun 2025 sampai 

dengan tahun 2026.  

Misi ke-1 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu “Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih”, dengan sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok 

Badan Pendapatan Daerah secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam 

sasaran tahun 2025 – 2026 sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi. 
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2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dam Efisien dan Memiliki 

Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen 

Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik. 

 

b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapakan 

oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah 

 
Tabel 12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 

 

 
No. 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Target Kinerja 
Tujuan / Sasaran 

2025 2026 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 
 
 

 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Perangkat 
Daerah 

Terwujudnya 
Peningkatan Pendapatan 
Daerah melalui 
Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi 

Efektifitas 
Pendapatan 
Daerah 
 

 
 

97,7 % 
 

 
 

98 % 
 

 

Terwujudnya Birokrasi yang 
Bersih dan Akuntabel, 
Efektif dam Efisien dan 
Memiliki Pelayanan Publik 
Berkualitas melalui 
Penguatan kelembagaan 
dan Manajemen Pelayanan, 
serta Penguatan Kapasitas 
Pengelolaan Kinerja 
Pelayanan Publik 

 

 

Indeks 
Kepatuhan 
Pelayanan 
Publik 

 
 

B 

 
 

B 

Nilai SAKIP 

 
 

B 

 
 

B 
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4.2. Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Tujuan Sasaran, Outcome dan Output serta indikatornya 
 

 

Tabel 13 Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
SASARAN 
PROGRAM 

KONDISI 
AWAL 
(2023) 

TARGET 

2025 2026 

 
 
 
 
 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Perangkat Daerah 

 
 
Terwujudnya Peningkatan 
Pendapatan Daerah melalui 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

 
 
Efektifitas 
Pendapatan 
Daerah 
 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN 
DAERAH 

 

Efektifitas 
Pendapatan 

Daerah 

 

97,7 % 98% 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

 

Efektifitas 
Pendapatan 

Daerah 

 

97,7 % 98% 

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih 
dan Akuntabel, Efektif dam Efisien 
dan Memiliki Pelayan Publik 
Berkualitas melalui Penguatan 
kelembagaan dan Manajemen 
Pelayanan, serta Penguatan 
Kapasitas Pengelolaan Kinerja 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 
Indeks 

Pelayanan 
Publik 

 

 

B B 

 
 
Nilai  Sakip 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

 
 

Nilai  Sakip 

 

B B 
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi 

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan 

program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.  

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat 

Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu 

strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan 

oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus 

didasarkan pada strategi Pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang RPJMD.  

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan 

serangkaian arah kebijakan. Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta 

merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat 

Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi 

jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain: 

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode 

pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode 2 tahun dalam RPD ini); 

2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan 

Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat 

Daerah;  

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah; 

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan 

pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang 

berdasarkan analisis sebelumnya;  

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta  

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah 

dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan 

Perangkat Daerah. 
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Salah satu alat analisis yang dapat dikembangkan sebagai uapaya menentukan 

strategi adalah analisis SWOT, yang banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan 

strategis pemerintahan. Anlisis ini bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka 

panjang, menengah maupun pendek sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan 

jelas dan dapat segera diambil keputusan. Analisis SWOT adalah  suatu alat yang 

berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi 

guna menentukan faktor unggulan dan strategi interaksi  efektif yang tepat dilakukan 

dalam mencapai sukses yang lebih besar. 

 Konsep analisis SWOT bahwa siapa yang dapat memadukan atau menciptakan 

interaksi efektif antara kekuatan dengan peluang dan meminimalkan kelemahan dengan 

ancaman akan memiliki keunggulan meraih sukses yang lebih besar. Dengan 

membangun interaksi yang efektif antara faktor kunci sukses akan tercipta sinergi dalam 

meraih peluang atau tujuan organisasi. 

 Analisis SWOT diawali dengan identifikasi faktor-faktor kekuatan (Strength), 

kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threath) dimana hanya 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sasaran-sasaran dan perumusan dari 

strategi yang dimaksud. 

 Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis 

dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2025 -2026, agar dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, langkah yang diambil 

yaitu dengan mencocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal, mencocokkan 

kekuatan internal dengan peluang eksternal, mencocokkan kelemahan internal dengan 

ancaman eksternal sehingga akan menghasilkan strategi SO, ST, WO dan WT. 

Untuk mendapatkan isu-isu strategis dari perpaduan antara kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki dalam lingkungan internal serta peluang dan ancaman dari lingkungan 

eksternal dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 14 Matriks SWOT 

INTERNAL 

 
 

EKSTERNAL 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 3 - 5 faktor- 

faktor kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

Tentukan 3 - 5 faktor- 

faktor kelemahan 

internal 

 

OPPORTUNIES (O) 

Tentukan 3 - 5 faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

 
TREATHS (T) 

Tentukan 3 – 5 faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

         Sumber : Rangkuti (2008:31) (data diolah) 

 

Tabel 15 Analisis Lingkungan Internal dan  Eksternal Bapenda Provinsi Maluku 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 

Indikator Kekuatan (Strength - S) Indikator Peluang (Opportunity - O) 

1 

Dari Aspek Regulasi, Tersedianya Regulasi dalam 
Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Maluku 

• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

• Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 

• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 

• Peraturan Daerah Promal Nomor 12 tahun 2024 

1 
Adanya kolaboarasi bersama 

Stakeholders terkait yang mendukung 

pengelolaan pendapatan daerah. 

• Dirlantas Polda Maluku 

• Jasa Raharja 

• Bank Maluku 

• Kabupaten/ Kota 

2 
Dari Aspek Kelembagaan 

Bapenda Promal memiliki Sarana 

Prasaranan Aparatur, SOTK & 

TUPOKSI  yang jelas. 

• Aparatur berjumlah 175 orang (terdiri dari PNS 95 
orang, P3K 1 orang, dan Honorer 78 orang) 

• Sarana dan Prasarana pada 12 Kantor UPTD 
Pelayanan Pendapatan yang tersebar di 11 
Kab/kota. 

2 
Kerjasama Penggunaan Teknologi 

digital berbasis pengelolaan PAD 

• Kerjasama dengan Vendor untuk 

Pengembangan Sistem Pajak Daerah 

dan retribusi daerah. 

• Adanya dukungan dari pihak 

perbankan dan modern channel (kanal 

pembayaran digital berbasis non tunai) 

3 
Tersedianya Sistem E-SAMSAT Provinsi Maluku 
sebagai Sarana Digital Pemungutan Pajak Daerah 3 

Semakin tingginya ekspektasi 

masyarkat terhadap pelayanan public 

yang semakin berkualitas, cepat, 

mudah dan terjangkau. 
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4 

Adanya Dukungan yang sangat kuat dari 
Gubernur dan DPRD kepada Badan pendapatan 
Daerah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan 
pendapatan daerah dan mendorong inovasi 
pelayanan publik. 

4 

Terjaganya stabilitas ekonomi daerah 

serta pertumbuhan positif Indeks 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 

Daerah. 

Indikator Kelemahan (Weaknes - W) Indikator Ancaman (Threats - T) 

 
1 

Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas 

sumber daya manusia yang berwawasan digital 

serta menyelenggarakan fungsi-fungsi 

pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan 

dengan tata kelola keuangan daerah. 

 
1 

Letak dan Kondisi Geografi 

Provinsi Maluku yang Berbentuk 

Kepulauan, dengan daya jangkau 

pelayanan yang cukup kompleks. 

 
2 

Belum terstandarisasinya sarana dan prasarana 
kerja di setiap UPTD Pelayanan Pendapatan 
Daerah yang tersebar diseluruh 11 Kab/Kota di 
Maluku. 

 
2 

 
Dinamika  Regulasi dan 
Ekonomi Nasional 

 
3 

Belum efektifnya forum koordinasi antar 

perangkat daerah dalam melakukan 
perhitungan potensi dan pengelolaan 

pemungutan sumber-sumber pendapatan 
daerah. 

 
3 

Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan 

pentingnya Pajak, dengan mematuhi 

kewajiban pajaknya secara tepat waktu. 

4 
Belum terbentuknya sistem informasi 

pengelolaan pendapatan daerah yang 
terpadu dan benar-benar akurat serta 

teruji. 

4 Belum meratanya kondisi infrastruktur 

serta transportasi publik, terutama akses 

jalan kendaraan yang berkondisi baik. Hal 

ini  berpotensi menurunkan kepuasan 

masyarakat wajib pajak terhadap 

pelayanan publik. 

 

Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung 

pengembangan potensi dari faktor-faktor: strategi Strengths Opportunities (SO), Strengths 

Threats (ST), Weaknesses Opportunities (WO) dan Weaknesses Threats (WT). Hasil 

analisa ini merupakan solusi dari kendala-kendala yang terdapat pada organisasi sehingga 

rumusan strategi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :  
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Tabel 16 Analisis Strategi (solusi) dari kendala yang ada dengan menggunakan Matriks SWOT. 

 

 

Internal 
 

 
 

 

 

 

Eksternal 

STRENGTHS (S) 
 

1. Dari Aspek Regulasi, Tersedianya Regulasi dalam 
Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Maluku; 

2. Dari aspek Kelembagaan Bapenda Promal memiliki 
sarana prasarana, Aparatur, SOTK & TUPOKSI yang 
jelas; 

3. Tersedianya Sistem E-SAMSAT Provinsi Maluku 
sebagai Sarana Digital Pemungutan Pajak Daerah; 

4. Adanya Dukungan yang sangat kuat dari Gubernur dan 
DPRD kepada Badan pendapatan Daerah untuk lebih 
mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan 
mendorong inovasi pelayanan publik. 

WEAKNESSES (W) 
 

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber 
daya manusia yang berwawasan digital serta 
menyelenggarakan fungsi-fungsi pengelolaan 
pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola 
keuangan daerah.sesuai Bidang     kerjanya; 

2. Belum terstandarisasinya sarana dan prasarana kerja di 
setiap UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah yang 
tersebar diseluruh 11 Kab/Kota di Maluku; 

3. Belum efektifnya  forum koordinasi antar perangkat 
daerah dalam melakukan perhitungan potensi dan 
pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan 
daerah; 

4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan 
pendapatan daerah yang terpadu dan benar-benar 
akurat serta teruji. 

OPPORTUNIES (O) 

1. Adanya kolaboarasi bersama stakeholders terkait yang mendukung 
pengelolaan pendapatan daerah; 

2. Kerjasama Penggunaan Teknologi digital berbasis pengelolaan 
PAD; 

3. Semakin tingginya ekspektasi masyarkat terhadap pelayanan 
public yang semakin berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau.; 

4. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah serta pertumbuhan positif 
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 

STRATEGI SO 
 

Meningkatkan Efektivitas Pendapatan Daerah 
Melalui kolaboarasi dan sinergitas. 

STRATEGI WO 
 

Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan 
implementasi unsur-unsur Penunjang pelayanan 
publik. 

TREATHS (T) 

1. Letak dan Kondisi Geografi 
2. Provinsi Maluku yang Berbentuk Kepulauan, dengan daya jangkau 

pelayanan yang cukup kompleks; 
3. Dinamika Ekonomi Nasional  
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pajak, dengan 

mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. 

STRATEGI ST 

Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang 
Pajak dan Retribusi daerah kepada 
masyarakat secara masif, dengan 
memanfaatkan media digital. 

STRATEGI WT 

Menciptakan  pelayanan publik yang inovatif 
dan terstandarisasi sehingga menghasilkan 
prosedur yang efektif dan efisien (berbasis 
digital terintegrasi) serta akuntabel; 

Sumber : Rangkuti (2008:31- data diolah) 
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5.2. Arah Kebijakan 

 
Tabel 17 (tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tema RPD :  Maluku Maju dan Berkelanjutan 

Prioritas 
Pembangunan: 1   

Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

1. Terwujudnya Peningkatan 
Pendapatan Daerah 
melalui Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi. 

1. Meningkatkan Pendapatan 
Daerah Melalui kolaboarasi 
dan sinergitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Meningkatkan akurasi basis data 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah; 
 

2. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset 
Daerah untuk menghasilkan PAD; 

 
3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi 

dengan Perangkat Daerah penghasil 
dan instansi terkait yang berkontribusi 
terhadap pendapatan daerah; 

 
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi 

dengan stakeholders yang terkait 
dalam Rangka mengoptimalkan 
pengelolaan pendapatan dan 
pelayanan;  

 
5. Meningkatkan akurasi realisasi Dana 

Transfer;  
 
6. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-

Sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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Tema RPD :  Maluku Maju dan Berkelanjutan 

Prioritas 
Pembangunan: 1   

Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 5 

2. Melakukan edukasi dan 
sosialisasi tentang Pajak 
dan Retribusi daerah 
kepada Perangkat Daerah 
pemungut dan masyarakat 
secara masif, dengan 
memanfaatkan media 
digital; 

 

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah baru 
Kepada Perangkat Daerah Pemungut 
dan Masyarakat secara hybrid; 
 

2. Mengoptimalkan penerimaan pajak 
daerah melalui 
pemantauan,pembinaan dan Razia 
Pajak Daerah; 

 
3. Meningkatkan kepatuhan aparatur 

terhadap Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur pelayanan yang berlaku; 

 
4. Menyelenggarakan Survey Kepuasan 

Masyarakat secara berkala; 
 

5. Melakukan Publikasi dan 
Dokumentasi melalui media offline 
maupun online. 
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Tema RPD :  Maluku Maju dan Berkelanjutan 

Prioritas 
Pembangunan: 1   

Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 5 

2. Terwujudnya Birokrasi 
yang Bersih dan 
Akuntabel, Efektif dam 
Efisien dan Memiliki 
Pelayanan Publik 
Berkualitas melalui 
Penguatan kelembagaan 
dan Manajemen 
Pelayanan, serta 
Penguatan Kapasitas 
Pengelolaan Kinerja 
Pelayanan Publik 

3. Mengoptimalkan 
pemenuhan, kualitas, dan 
implementasi unsur-unsur 
Penunjang pelayanan 
publik. 

 

1. Mengoptimalkan pemenuhan, 
kualitas, dan implementasi dokumen 
perencanaan; 
 

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan 
aset dan keuangan; 
 

3. Mengoptimalkan ketersediaan 
peralatan dan perlengkapan kantor 
pada PD Induk dan 12 UPTD 
Pelayanan Penadapatan; 

 
4. Meningkatkan kesejahteraan jasmani 

dan rohani aparatur. 
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Tema RPD :  Maluku Maju dan Berkelanjutan 

Prioritas 
Pembangunan: 1   

Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 5 

4. Menciptakan  pelayanan 
publik yang inovatif dan 
terstandarisasi sehingga 
menghasilkan prosedur 
yang efektif dan efisien 
(berbasis digital 
terintegrasi) serta 
akuntabel; 

1. Meningkatkan kompetensi dan 
kualifikasi aparatur; 
 

2. Mengembangkan Kreativitas dan 
Inovasi Pelayanan serta Sistem 
Informasi Pendapatan Berbasis 
Teknologi Informasi; 
 

3. Melakukan pengembangan pada 
sistem penerimaan Pendapatan 
Daerah secara digital terpadu yang 
mengakomodir layanan transaksi non 
tunai. 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program 

Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 

instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat 

Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program. 

Pada bab VI ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan 

kegiatan pada periode 2025-2026. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab VI ini 

merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan 

yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya. 

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun 

berdasarkan:  

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan 

penganggaran terpadu;  

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan  

c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan 

dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan 

kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat 

Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerjadisesuaikan 

dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah. 

 

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator 

kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku pada periode 2025-2026 tertuang pada tabel berikut: 

 



 
RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 

63 

Tabel 18 (T-C.27.) Rencana Program, kegaitan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Maluku 

 

URUSAN  : 5.02. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan    

SKPD  : 5.02.01.1.  Badan Pendapatan Daerah    
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 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 70 
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 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 72 
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 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 86 

 

 



 

 

 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 87 

 

 



 

 

 RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 88 
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN 
 

7.1. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator 
Kinerja Utama (IKU). 

 
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran 

sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah 

tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).  

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 

serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima 

manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin 

diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) beberapa program. 

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah 

provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan 

pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi juga 

berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan 

penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan penahapan 

pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi. 

Adapun target keberhasilan, pencapaian, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 19  Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET 

2025 2026 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

Terwujudnya Peningkatan 
Pendapatan Daerah melalui 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

Efektifitas Pendapatan 
Daerah 

97,7% 98% 

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih 
dan Akuntabel, Efektif dam Efisien 
dan Memiliki Pelayanan Publik 
Berkualitas melalui Penguatan 
kelembagaan dan Manajemen 
Pelayanan, serta Penguatan 
Kapasitas Pengelolaan Kinerja 
Pelayanan Publik 

Indeks Pelayanan Publik 
 

B 
 

B 

Nilai Sakip B B 
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7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci 
(IKK). 

 

Tabel 20 (Tabel T-C.28) INDIKATOR KINERJA KUNCI 

No. Tujuan Sasaran Indikator 
Dasar 

Pertimbangan 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 6 

 
 

1. 

 
 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Penyelenggaraan 
Perangkat Daerah 

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 
Daerah melalui Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi 

Efektifitas Pendapatan 
Daerah 

 
Menghitung Efektifitas 
Pendapatan Daerah  
(Realisasi Pendapatan 
dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan 
dalam suatu periode 
tertentu) 

Laporan Realisasi 
Pendapatan Daerah 

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan 
Akuntabel, Efektif dam Efisien dan 
Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 
melalui Penguatan kelembagaan dan 
Manajemen Pelayanan, serta 
Penguatan Kapasitas Pengelolaan 
Kinerja Pelayanan Publik 

Indeks Pelayanan 
Publik 

Nilai Kuantitatif dari 
berbagai pertanyaan 
dalam survey 

Laporan Hasil Evaluasi 
dari Kemenpan RB 

Nilai  Sakip Nilai Evaluasi Sakip 
Laporan Evaluasi 
Sakip dari Inspektorat 
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Tabel 21 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 

No. Indikator 

Kondisi Kinerja Pada 
Awal Periode RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
Pada Akhir 

RPJMD 

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 

1. Efektifitas Pendapatan Daerah  97,7% 98% 

 

2. Indeks Pelayanan Publik  B B 

 

3. 
 

Nilai Sakip  B B 

 

 

 

 

 



 
RENSTRA BAPENDA PROMAL TAHUN 2025 - 2026 98 

BAB VIII PENUTUP 
 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun, yang memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, sehingga sinergis dengan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026. 

Penyusunan Rencana Srategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 

2025 – 2026,  menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas pokok organisasi, yaitu 

mengkoordinasikan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Renstra ini juga akan dijadikan 

pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja (RENJA), yang selanjutnya menjadi dasar 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 

Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 dilakukan 

dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan 

daearah Provinsi Maluku sekaligus menjaga fokus sasaran serta tugas dan fungsi 

Bapenda Maluku. Sehingga Tujuan Bapenda Provinsi Maluku tahun 2025-2026, yaitu: 

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah”, dengan 

Sasaran sebagai berikut:  

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi; 

2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dam Efisien dan Memiliki 

Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen 

Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik. 

Kedua sasaran tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Maluku 

diantaranya:  

1) Efektifitas Pendapatan Daerah; 

2) Indeks Pelayanan Publik; dan 

3) Nilai SAKIP. 

 
Keberhasilan pencapaian seluruh indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi 

yang ada didalamnya, terutama komitmen, profesionalitas, dan sikap mental sumber daya 

aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan Rencana 

Strategis ini dengan penuh tanggung jawab. 
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